
 
 
 

 
 

 

G U B E R N U R  
SUMATERA BARAT 

 
No. Urut:  22, 2015  

 

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT 
NOMOR  22 TAHUN 2015 

 

TENTANG 
JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR SUMATERA BARAT, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa 
pada Badan Layanan Umum Daerah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 

Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi 
dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1646); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

  6. Undang-Undang Nomor  36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5063); 

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 



tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4578); 

  10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 

tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada 
Badan Layanan Umum; 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah; 

  14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
703/MENKES/SK/IX/2006 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Instansi 
Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan; 

  15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

 

  16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum Daerah; 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JENJANG NILAI 

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN 
UMUM DAERAH 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk 
memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang 

dan/atau jasa yang di jual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, 

dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan 
produktivitas. 

2. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang 

selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang 

diberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-
praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan 

pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 

3. Jenjang nilai pengadaan Barang/Jasa adalah batasan nilai dalam 

pengadaan Barang/Jasa pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD. 

4. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD 

pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku 
umum. 

5. Efisien adalah pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan 

menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas 

dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang 
telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang 

maksimum. 

 



6. Efektif adalah pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan 

dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang 
sebesar-besarnya. 

7. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi 
berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka 

pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan. 

8. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan 

yang menyediakan Barang/Jasa. 

9. Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan cara Swakelola, 
Pengadaan Langsung, atau Pelelangan/ Seleksi. 

10. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya 
direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai 

penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau 
kelompok masyarakat. 

11. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada 
Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Swakelola atau Pelelangan/ Seleksi. 

12. Pelelangan/ Seleksi adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa 
untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia 

Barang/Jasa yang memenuhi syarat.  

13. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut Pokja 

ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan 
Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen dapat berdiri 

sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. 

14. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian 

Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 

15. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat. 

 

BAB II 
PENGADAAN BARANG/ JASA 

Pasal 2 
Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD dilakukan berdasarkan prinsip efisien, 

efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktik 

bisnis yang sehat, serta harus menjamin ketersediaan barang /jasa yang 
lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat, 

serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran 
pelayanan BLUD. 

 

 
 

Pasal 3 

(1) BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa 

pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku 
umum bagi pengadaan Barang/Jasa pemerintah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 apabila terdapat alasan efisiensi dan/atau efektivitas yang 
ditetapkan oleh Pemimpin BLUD. 

(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan untuk 

pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari: 

a. jasa layanan; 

b. hibah tidak terikat; 

c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan 

d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah 

(3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang 

ditetapkan oleh Pimpinan BLUD setelah mendapat persetujuan Gubernur. 

(4) Untuk pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari dana APBD dan 
APBN, baik sebagian maupun seluruhnya, tetap mengacu pada Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun  2010 beserta perubahannya. 

 
Pasal 4 

(1) Pengadaan Barang/Jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat 

dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, 
atau pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa sepanjang disetujui 

pemberi hibah. 

(2) Pengadaan Barang/Jasa BLUD dilakukan oleh Pejabat Pengadaan/Pokja 
ULP/Unit Kerja Terkait yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD atau Pokja 

ULP yang telah ditetapkan oleh Gubernur. 

 

Pasal 5 
Pengelolaan barang/jasa pada BLUD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
 

BAB III 

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 
Pasal 6 

Pengadaan barang/Jasa  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut : 

a. Pengadaan Barang/Jasa  dengan cara swakelola dilaksanakan sesuai 

ketentuan yang diatur oleh Pimpinan BLUD. 



b. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp.500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan dengan cara Pengadaan 
Langsung kepada penyedia barang/jasa oleh Pejabat Pengadaan yang 

ditunjuk tanpa membedakan golongan dengan pertanggungjawaban 

berupa kuitansi, sesuai ketentuan yang diatur oleh Pimpinan BLUD. 

c. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp.500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima 

ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan dengan cara Pengadaan Langsung 
kepada penyedia barang dan/jasa oleh Pejabat Pengadaan atau Pokja ULP 

yang ditunjuk, tanpa membedakan golongan dengan 
pertanggungjawaban berupa Kontrak, sesuai ketentuan yang diatur oleh 

Pimpinan BLUD. 

d. Pengadaan Barang/Jasa di atas Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima 
ratus juta rupiah)  dilaksanakan dengan cara Pelelangan/ Seleksi kepada 

penyedia barang dan/jasa oleh Pokja ULP yang ditunjuk, dengan 

pertanggungjawaban berupa Kontrak, sesuai ketentuan yang diatur oleh 
Pimpinan BLUD. 

 

Pasal 7 
Pengaturan lebih lanjut terkait pengadaan barang/jasa yang belum diatur 

dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai hal-hal teknis 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa, diatur dengan keputusan Pimpinan 

BLUD. 

 
BAB IV 

KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 8 

Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan 

Gubernur ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak. 
 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur 
Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2011 tentang Jenjang Nilai Pengadaan 

Barang/ Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah, dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

 
 

 

 

Pasal 10 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2015. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera 

Barat. 
 

 
 

 
Ditetapkan di Padang  

Pada tanggal 14 April 2015 

GUBERNUR SUMATERA BARAT, 
                 
           dto 

 
IRWAN PRAYITNO 

 

 

 
Diundangkan di Padang  

Pada tanggal 14 April 2015 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

             SUMATERA BARAT 
 

                          dto        

 
                    ALI ASMAR 

 
 

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 NOMOR : 22 

 
 


